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Abstract 

This study aims to analyze the settlement of boundary disputes that are 
available in the Indonesian legal system, analyze the factors that cause 
boundary disputes in the expansion of the Autonomous Region in Sin-
tang Regency and Sekadau Regency. The type of research conducted is 
juridical-empirical. The results of the study conclude that: First, the 
pattern of settlement of territorial boundary disputes is generally 
through two channels, namely: non-legal settlement of border disputes, 
and legal settlement. Non-legally mediated by the Ministry of Home 
Affairs and the Governor. Meanwhile, legal dispute resolution is pur-
sued through litigation. The occurrence of territorial boundary dis-
putes is triggered by the process of regional expansion which does not 
require regional boundaries as a legal requirement in regional expan-
sion. The requirements that are met are more technical, physical and 
political. In territorial boundary disputes with district governments, 
the role of the provincial government is only as a facilitator according 
to the level of the case dispute. 
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Abstraks 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa 
batas wilayah yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia, 
menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa batas wila-
yah dalam pemekaran Daerah Otonomi Di Kabupaten Sintang dan 
Kabupaten Sekadau. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-
empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pola 
penyelesaian sengketa batas wilayah umumnya melalui dua jalur, yak-
ni: penyelesaian sengketa batas wilayah secara non hukum, dan 
penyelesaian secara hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Ke-
mendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara 
hukum ditempuh melalui jalur litigasi. Terjadinya sengketa batas 
wilayah dipicu oleh proses pemekaran daerah yang tidak mensyaratkan 
batas daerah sebagai syarat hukum dalam pemekaran daerah. Persyara-
tan yang dipenuhi lebih bersifat teknis, fisik dan politis. Dalam 
sengketa batas wilayah pada pemerintah daerah kabupaten, peran 
pemerintah propinsi hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa 
kasusnya.  
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1. Pendahuluan  

Otonomi Daerah telah menjadi isu 
yang tidak ada henti-hentinya sejak Indone-
sia merdeka (Huda & Heryansyah, 2019; 
Christia & Ispriyarso, 2019; dan Arifin & 
Irsan, 2019). Sebelum merdeka Indonesia 
telah ada peraturan yang mengatur tentang 
pemerintahan di daerah yaitu Inlandsche Ge-
meente Ordonnantie (I.G.0) yang berlaku un-
tuk Jawa dan Madura kecuali Daerah-Dae-
rah Swapraja Surakarta dan Yogyakarta, dan 
inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewes-
ten (I.G.O.B) yang berlaku untuk Daerah-
Daerah di luar Jawa dan Madura. 

Untuk peraturan perundang-undang-
an yang mengatur tentang pemerintahan da-
erah setelah Indonesia merdeka sudah ban-
yak yang diundangkan akan tetapi banyak 
yang relatif singkat pemberlakuannya. Be-
berapa Undang-Undang yang pernah berla-
ku menggambarkan betapa dinamisnya pe-
rumusan kebijakan pemerintahan Daerah 
atau desentralisasi di Indonesia. Otonomi 
Daerah setelah Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 yang diharapkan sebagai imple-
mentasi prinsip-prinsip demokrasi dan lebih 
dari itu sebagai implementasi kedaulatan 
rakyat, namun justru empiriknya nampak 
dengan jelas bahwa hubungan Pemerinta-
han Pusat dengan Pemerintahan Daerah me-
ngarah kepada sentralistik. 

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menya-
takan bahwa Pemerintah Daerah berhak me-
netapkan peraturan Daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
Daerah dan tugas pembantuan. Dalam kai-
tan ini maka sistem hukum nasional mem-
berikan kewenangan atributif kepada Dae-
rah untuk menetapkan Perda dan peraturan 
Daerah lainnya, dan Perda diharapkan 
dapat mendukung secara sinergis program-
program Pemerintah di Daerah. 

Secara prinsip tujuan utama otonomi 
Daerah adalah mendekatkan pelayanan pe-
merintah kepada masyarakat yang dilaya-
ninya, sehingga pelayanan kepada masyara-
kat lebih efisien dan pengawasan masyara-
kat kepada pemerintah menjadi lebih kuat 
dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan 
otonomi Daerah adalah upaya pemberda-
yaan masyarakat seperti menumbuh-kem-
bangkan prakarsa dan kreativitas dan pen-
ingkatan peran serta masyarakat secara aktif 
di segala bidang dan aspek kehidupan ber-
bangsa dan bernegara.  

Sejak berlakunya Undang-Undang No-
mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sistem sentralisme kekuasaan yang 
selama ini berkembang pada masa orde baru 
mulai menghilang. Otonomi Daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban Daerah oto-
nom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan ma-
syarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Gerakan reformasi membawa peru-
bahan semangat otonomi Daerah, sehingga 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
mendapat sambutan baik oleh masyarakat di 
Daerah. Pelaksanaan otonomi Daerah dira-
sakan betul oleh Daerah dibanding dengan 
sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 
32 Tahun 2004, hal ini dapat dibuktikan 
bahwa banyak urusan pusat yang telah dis-
erahkan kepada Daerah sehingga Daerah 
dapat leluasa untuk mengelola sumber daya 
Daerah secara maksimal. Dalam perjalan-
annya Undang-Undang ini banyak kelema-
han terbukti bahwa banyak konflik horizon-
tal' yang timbul baik pengelolaan sumber 
daya alam sampai pada sengketa batas wila-
yah baik antar Kabupaten/ kota maupun an-
tar provinsi. 

Perkembangan selanjutnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan 
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dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah diharap-
kan oleh banyak kalangan dapat menjawab 
sengketa batas wilayah yang belum mampu 
terjawab oleh Undang-undang sebelumnya. 

Pembentukan atau pemekaran Daerah 
dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk 
mewujudkan upaya peningkatan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pe-laksana-
an pembangunan dan pembinaan ke-ma-
syarakatan serta untuk lebih memperce-pat 
terwujudnya pemerataan kesejahteraan ma-
syarakat (Duri & Rahmah, 2020; dan Aslan et 
al., 2021). Disamping itu untuk men-
dekatkan pelayanan kepada masyarakat dan 
penciptaan rentang kendali pengawasan le-
bih efektif (Santika et al., 2018; Sujianto & 
Yuliani, 2018; dan Irianto & Suranto, 2021). 
Dasar pemikiran di atas sebagai awal lahirya 
gagasan untuk melakukan pemekaran wila-
yah Kabupaten ataupun kota di daerah-
daerah. Pembentukan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, memberi peluang bagi daerah untuk 
membentuk atau memekarkan daerah se-
hingga lahirlah daerah-daerah pemekaran 
baru yang sarat dengan persoalan-persoalan 
baru mulai dan masalah budaya, ekonomi, 
politik, agama dan bahkan sengketa batas 
wilayah. 

Daerah-daerah yang baru dibentuk 
atau dimekarkan sering kali menimbulkan 
sengketa batas wilayah  dengan berbagai ar-
gumen sehingga cenderung memperkeruh 
sengketa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 
dalam pembentukan daerah otonom baru 
yang disertai sengketa batas wilayah, seperti 
contoh kasus: sengketa batas antara Desa 
Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabu-
paten Sekadau dengan Desa Sinar Pekayau, 
Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Pro-
vinsi Kalimantan Barat. Sebelum Kabupaten 
Sekadau dimekarkan, secara administratif 

Desa Sunsong masuk Kabupaten Sanggau. 
Setelah Sekadau dimekarkan masuk wilayah 
Kabupaten Sekadau. Tetapi oleh Pemerintah 
Kabupaten Sintang, ada juga pemekaran da-
ri Desa Sinar Pekayau menjadi Desa Bung-
kong Baru. Bagian Desa Sunsong diklaim 
masuk wilayah Kabupaten Sintang. Jika me-
lihat dari Kabupaten Sekadau, maka disebut 
Dusun Bungkong Desa Sunsong Kecamatan 
Sekadau Hulu. Tapi dilihat dari wilayah Ka-
bupaten Sintang, disebut Dusun Sunsong 
Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk. 

Pemekaran atau pembentukan daerah 
otonom baru tenyata tidak serta-merta dapat 
menciptakan keadaan lebih baik akan  tetapi 
bagi sebagian daerah masih banyak mening-
galkan sengketa yang berlarut-larut dan 
bahkan hingga saat ini belum banyak seng-
keta batas wilayah dapat diselesaikan. Per-
batasan merupakan manifestasi utama ked-
aulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan 
suatu daerah mempunyai peranan penting 
dalam penentuan batas wilayah administra-
si, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga 
keamanan dan keutuhan wilayah. Penentu-
an perbatasan daerah dalam banyak hal 
ditentukan oleh proses historis, politik, hu-
kum dan budaya. Dalam konstitusi pemben-
tukan suatu daerah sering dicantumkan pula 
penentuan batas wilayah. 

Artikel ini mengkaji penyelesaian 
sengketa batas wilayah yang tersedia dalam 
sistem hukum Indonesia dan  faktor yang 
menyebabkan terjadinya sengketa batas wi-
layah dalam pemekaran Daerah Otonomi Di 
Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. 

2. Metode 

Tipe penelitian yang dilakukan ini a-
dalah yuridis-empiris, yaitu mengkaji per-
masalahan hukum dalam dimensi praktis-
nya dalam hubungan antar daerah otonom 
(lama dan baru), khususnya menyangkut 
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masalah perbatasan daerah. Pendekatan 
yang dipakai adalah (statute approach), pen-
dekatan konsep (conceptual approach), dan 
pendekatan kasus (case approach). 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Me-
lalui Upaya Administrasi Berdasarkan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan 
Batas Daerah. 

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di-
nyatakan jika wilayah negara itu dibagi lagi 
menjadi daerah provinsi dan kabupaten/ 
kota dengan bentuk dan susunan peme-
rintahannya berdasarkan Undang Undang. 
Amanat konstitusi ini adalah dasar hukum 
pembentukan pemerintahan daerah dengan 
segenap fungsi dan kewenangannya terma-
suk dalam persoalan pengaturan dan pen-
gurusan rumah tangga daerah tersebut. 

Penyelesaian upaya administratif ada-
lah penyelesaian yang dilakukan didalam 
lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal 
yang terjadinya sengketa perbatasan antar 
daerah otonomi didalam satu provinsi di-
selesaikan oleh gubernur. Namun dalam 
praktek gubernur tidak memiliki kewe-
nangan untuk menentukan status daerah 
yang disengketakan karena kewenangan ter-
sebut berada ditangan pemerintah pusat me-
lalui Kementerian Dalam Negeri dan posisi 
gubernur hanyalah sebagai fasilitator untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara 
daerah otonomi.  

Adapun dasar hukum dalam menye-
lesaikan perselisihan dalam penyelengga-
raan urusan pemerintahan dan juga terma-
suk sengketa perbatasan daerah ada pada 
Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni: (1) 
Dalam hal terjadi perselisihan dalam penye-
lenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Dae-
rah kabupaten/kota dalam satu Daerah pro-
vinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud. 
(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan an-
tar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi 
dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, 
serta antara Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri 
menyelesaikan perselisihan dimaksud. (3) 
Dalam hal gubernur sebagai wakil Peme-
rintah Pusat tidak dapat menyelesaikan per-
selisihan sebagaimana di maksud pada ayat 
(1), penanganannya dilakukan oleh Menteri. 
(4) Keputusan Menteri berkaitan dengan 
penyelesaian perselisihan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dan penanganan 
penyelesaian perselisihan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) bersifat final. (5) Ke-
tentuan lebih lanjut mengenai tata cara pe-
nyelesaian perselisihan antar-daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dia-
tur dengan Peraturan Menteri. Lebih spesifik 
penyelesaian sengketa perbatasan daerah 
diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Ten-
tang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pa-
sal 25 yakni: (1) Dalam hal terjadi perseli-
sihan dalam penegasan batas daerah dila-
kukan penyelesaian perselisihan batas dae-
rah. (2) Penyelesaian perselisihan batas dae-
rah antar kabupaten/kota dalam satu pro-
vinsi dilakukan oleh gubernur. (3) Penye-
lesaian perselisihan batas daerah antar pro-
vinsi, antara provinsi dengan kabupaten/ 
kota di wilayahnya, serta antara provinsi 
dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, 
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten-
tang Pemerintah Daerah Pasal 370). Dengan 
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dua regulasi diatas yakni Pasal 370 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah juncto Pasal 25 Pera-
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Ta-
hun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas 
Daerah, yang dijadikan rujukan penyelesa-
ian sengketa perbatasan antar daerah yang 
ada di Indonesia. Sesuai dengan amanat dari 
Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 76 Tahun 2012 Terlihat telas bahwa 
penyelesaian perselisihan dalam penegasan 
batas antara kabupaten/kota dilakukan se-
cara berjenjang yang dimulai terlebih dahulu 
dari jenjang Pemerintah dibawah yakni Gu-
bernur. Berdasarkan Pasal 26 sampai 32 Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Ta-
hun 2012 dapat diringkaskan langkah-lang-
kah penyelesaian perselisihan sengketa batas 
antar daerah dengan tahapan Gubernur 
memfasilitasi penyelesaian sengketa perba-
tasan dengan mengundang rapat Bupati/ 
Walikota yang daerahnya bersengketa, Gu-
bernur diberi kesempatan untuk melaku-kan 
rapat sebanyak tiga kali dengan Bupati/ 
Walikota. Setelah batas tiga kali rapat dilak-
sanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 
28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomot 76 Tahun 2012 Gubernur memutus-
kan perselisihan batas daerah, dan apabila 
Gubernur tidak mengabil keputusan, Gu-
bernur menyerahkan proses selanjutnya ke-
pada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini 
Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kepu-
tusan formal dalam bentuk Peraturan Men-
teri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pe-
negasan batas daerah yang bersifat final dan 
mengikat dan tidak ada upaya hukum yang 
dapat dilakukan terhadap Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Tersebut (Permen Dalam 
Negeri  Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pe-
doman Penegasan Batas Daerah Pasal 25). 

Namun meskipun telah ditegaskan 
bersifat final tidak menutup kemungkinan 
untuk dapat diselesaikan melalui jalur liti-

gasi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi dengan cara Judicial Review dika-
renakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tersebut bukanlah putusan dari lembaga Yu-
dikatif sehingga sifat final hanya pada pros-
es Administratif belaka dan dimungkinkan 
untuk menempuh upaya hukum yang lain 
bagi para pihak yang merasa dirugikan aki-
bat keputusan tersebut. 

Kecenderungan Menyelesaikan Sengketa 
Batas Wilayah Melalui Jalur Litigasi 

Munculnya celah untuk melakukan 
penyelesaian sengketa batas daerah ke Mah-
kamah Konstitusi melalui pintu Pengujian 
Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, hal ini karena bentuk legal formal pe-
mbentukan suatu daerah otonom didasari 
pada ketentuan Undang-Undang yang salah 
materi muatannya mengatur tentang batas-
batas daerah otonom yang terkait dengan 
batas-batas daerah dengan daerah yang ber-
dampingan dan penormaannya terlalu um-
um. Padahal potensi sengketa bisa saja ter-
jadi sampai tingkat desa. Namun dalam be-
berapa undang-undang terbaru tentang 
pembentukan daerah otonom sudah menga-
tur lebih rinci tentang batas daerah sampai 
tingkat desa seperti pada undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 
tentang pembentukan Kabupaten Panganda-
ran di Provinsi Jawa barat, Undang-Undang 
Republik Indonesai Nomor 22 Tahun 2012 
tentang pembentukan kabupaten pesisir 
barat di provinsi Lampung, Undang-Un-
dang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Kabupaten Ma-
nokwari Selatan di provinsi Papua Barat, 
Un-dang-Undang Republik Indonesia No-
mor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi 
Papua Barat. 

Berdasarkan uraian diatas menurut 
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penulis berpendapat meskipun telah diatur 
mekanisme penyelesaian sengketa perbata-
san daerah melalui Ketentuan Pasal 25 Pera-
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Ta-
hun 2012 tantang Pedoman Penegasan Batas 
Daerah Juncto Pasal 370 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah yang mekanisme penyelesaian seng-
keta perbatasan melalui pendekatan admin-
istratif ternyata belum mampu menyele-
saikan permasalahan sengketa perbatasan 
tersebut, sehingga menurut penulis me-
nyelesaikan sengketa perbatasan daerah me-
lalui jalur litigasi bisa dijadikan opsi utama 
untuk mendapatkan kepastian hokum (In-
dra, 2013). 

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya 
Sengketa Batas Wilayah Di Kabupaten Sin-
tang Dan Kabupaten Sekadau. 

Sengketa batas antara Desa Sunsong, 
Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Seka-
dau dengan Desa Sinar Pekayau, Kecamatan 
Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kali-
mantan Barat. Sebelum Kabupaten Sekadau 
dimekarkan, secara administratif Desa Sun-
song masuk Kabupaten Sanggau. Setelah 
Sekadau dimekarkan masuk wilayah Kabu-
paten Sekadau. Tetapi oleh Pemerintah Ka-
bupaten Sintang, ada juga pemekaran dari 
Desa Sinar Pekayau menjadi Desa Bungkong 
Baru. Bagian Desa Sunsong diklaim masuk 
wilayah Kabupaten Sintang. Jika melihat 
dari Kabupaten Sekadau, maka disebut 
Dusun Bungkong Desa Sunsong Kecamatan 
Sekadau Hulu. Tapi dilihat dari wilayah Ka-
bupaten Sintang, disebut Dusun Sunsong 
Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk. 

Batas wilayah memang menjadi salah 
satu masalah yang penyelesaiannya ber-
larut-larut. Terlepas dari semua itu beberapa 
hal yang menjadi pokok persoalan sengketa 
batas wilayah Kabupaten Sintang dan Ka-

bupaten Sekadau diantaranya adalah: 
1. Kaburnya garis perbatasan akibat ru-

saknya patok-patok di perbatasan an-
tara kedua daerah diperbatasan. 

2. Pengelolaan sumber daya alam be-
lum terkoordinasi antar daerah se-
hingga memungkinkan eksploitasi 
sumber daya alam yang kurang baik 
untuk pengembangan daerah dan 
masyarakat.  

3. Kepastian hukum bagi suatu daerah 
dalam operasionalisasi pembangun-
an di wilayah perbatasan belum ada. 

4. Kemiskinan akibat keterisolasian ka-
wasan menjadi pemicu tingginya ke-
inginan masyarakat setempat men-
jadi bagian dari daerah tetangga 
yang lebih dapat memperbaiki pere-
konomian masyarakat mengingat 
tingkat perekonomian di daerah te-
tangga lebih menjanjikan. 

5. Kesenjangan sarana dan prasarana 
wilayah antar kedua wilayah daerah 
yang saling bertetangga pemicu ori-
entasi perekonomian masyarakat 
(Warassih, 2005). 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan, maka dapat diambil beberapa ke-
simpulan bahwa dalam penyelesaian seng-
keta batas wilayah negara sebenarnya telah 
menyiapkan perangkat aturan hukum seper-
ti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan 
Batas Daerah dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
untuk menyelesaikan sengketa perbatasan 
daerah melalui Penyelesaian Administratif 
oleh Gubenur dan Menteri Dalam Negeri 
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yang bersifat Final, namun dalam praktek-
nya Permendagri sebagai hasil dari penye-
lesaian sengketa melalui upaya administra-
tive tidak menyelesaikan permasalahan 
meskipun bersifat final, bahkan pihak-pihak 
yang merasa dirugikan atas keluarnya kepu-
tusan tersebut bisa melakukan judicial review 
ke Mahkamah Agung terhadap Permen-
dagri tersebut dan bahkan dapat di uji juga 
Undang-Undang Pembentukan daerah ter-
sebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai lan-
dasan adanya kerugian konstitusional pemo-
hon. Penyebab sengketa batas wilayah anta-
ra Kabupaten Sintang dan Kabupaten Seka-
dau adalah dalam membentuk suatu peme-
rintahannya sendiri menjadi daerah otonomi 
Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau 
banyak tantangan, salah satunya yaitu seng-
keta batas wilayah yang terjadi di Desa Sun-
song. Sengketa yang terjadi akibat adanya 
pengakuan Desa Sunsong oleh masing-ma-
sing kabupaten (Sintang dan Sekadau ). 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka 
dapat diberikan beberapa saran sebagai 
berikut: Pertama, Mengingat pentingnya ba-
tas wilayah suatu daerah sebagai simbol 
kewenangan atas daerah tersebut maka per-
lu dibentuk aturan hukum yang mengatur 
mekanisme penyelesaian sengketa perbata-
san daerah yang lebih memiliki kepastian 
hukum. Kedua, Jika terjadi sengketa batas 
wilayah maka tugas yang pertama yaitu 
penyelesaian sengketa batas wilayah dil-
akukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Ka-
bupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau 
dengan melakukan mediasi agar sengketa 
batas wilayah tidak berlarut-larut. Jika me-
mang kedua daerah yang melakukan perun-
dingan tidak ada hasilnya maka diserahkan 
kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Ba-
rat dalam hal ini Gubernur dan setelah 
menerima kasus ini maka Pemerintah Pro-

vinsi diharapkan tepat dan cepat dalam me-
nyelesaikan masalah sengketa batas wilayah 
ini karena masalah sengketa batas wilayah 
merupakan rentan konflik. 
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